BARI1
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Salah satu sumber pendapatan utama negara Indonesia sdalsh pajak. Pajak
adalah suatu pembayaran wajib kepada negara yang terutang oleh seseorang atau
suatu organisasi dan berdasarkan um:l.ung—undung tidak dibayar secara langsung
dan dimaksudkan untuk mendanai kepe
(Latofah & i'LH_jﬂ.ML

Kontribusi wajib pajak terhadap proses pemungutan pajak sangat penting
uniik mencapai fingkal penerimsan pajak yang diinginkan (Darmayani &
Herianti, 2017). WFEJEL tiduk Ia.ngslma wl& keuntungan dari
kontribusinya karens pajak digunakan untik mendsnai kepentingan publik dan
bukan kepentingan pribadi (Badmudin, 2017). Sﬂlh saly ¢ara. pemerintah
Indonesta dan pemerintah daerah mengumpulkan dana untuk pembangunan
adalah melalui pajak. Pajak atas penghasilan perorangan, penghasilin kelompok.
nthnyu:ghlﬂan dari organisasi korporasi hanyalah sebagian kecil dan jenis pajak

an. wmum untuk kepentingan umum

"Sl:'ﬂ" {n:e':;nf-enf Fyefem digunakon dalam sistem pumnw:ﬂn pajak di
Indonesia. Dengan digunakannya sistem ini, w:ljﬁpl_hkdﬂnﬂh kewenangan
mmmmmm perpajakinnya, melakukan penyetoran, dan
mﬂgunm_hwhn tersebut dengan m&uy:qnﬂ:an SPT. Otoritas pajak
dipercays untuk memantau dengan tetap mematuhi peraturan perundang-
undangan terkait. Tu;u:l.n sisthem uundnlnhmiﬂkmmukun apakah wajib pajak
dapal menjunjung tlll@i kepercayasn yang tersiral. Menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang
digunokan oleh Wajib Pajak untuk  memberitahukan  penghitungan  dan
pembaysran pajak, Objek Pajak danfatay Bukan Objek Pajak, dan harta dan
kewajiban (Nitasari dkk, 2023). Fungsi dari SPT ndalah melacak pembayaran
pajak. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan wajih pajak terhadap pelaporon

SPT diperfukan untuk efisiensi pemantasan penerimaan pajak. Apabila SPT telah
disampaikan oleh Wajib Pajak. apakah telah diisi dengan benar, jelas, dan lengkap
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besertn lampirannya, serta telah dikirimkan dalam jangka waktu yang telah
ditentukan, merupakan indikator kepatuhan Wajib Pajak terhadap persyaratan
pelaporan SPT. Pelaporan SPT ini berfungsi sebagai ukuran persentase wajib pajak
vang membayar pajaknya tepat waktu, Besamya kepatuhan waph pajak meningkat
seiring dengan meningkatnya persentase pelaporan SPT.

Dalam website Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
pada Maret 2022, jumlah wajib pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan ada
sebanyak 155, Uﬂl’:ﬁjih pﬂthfmllh ini ferdiri-atas Wajib Pajak Badan 5.681
i W;gib Pajak Nan. &ﬂjlﬂnl 11246 SPT d:h,'il‘q:b Pajak Orang Pnbadi
sebanyak 135164 SPT. Kessluruhan jumiah ini sda berada pada kisaran angka
JI-Q_‘H._Ihn totsl Wajib Pajak DIY yang harus mengisi SPT (Humas, 2022).
Sementara ifu. tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kanwil DIP DIY pada tahun
2022 memperoleh nilai sebesar 83,15% yang dipengaruhi oleh wilayah-wilayah
]ﬂdtxmml DIP DIY seperti Y opyakarts, Sleman, me dan Wates.

Sementara itu, tingkat ketidakpatuhon wajib pajak pnch'ﬂnwﬁ DIP DIY
mﬂnmiﬂl_ sehesar 20.85%, dimana hal ini didominasi ptﬂt:x.uhuputen
Slaman dengan tingkal ketidakpatuhan pajak sebesar 11.25%. umtuk wilayah
luinnya seperti Yogyukarts memperoleh nilai fingkst ketidakpatuhan pajak
sebesar 2,76%, Bantul memperoleh nilai tingkat h‘iﬂ@l‘tuhm Pajak sebesar
mn, Wuues nmpamlghmm tingkat ketidakpatuhan pajak sebesar 2.25%, dan
1o oleh 1 ﬂmt Leudakpﬁlﬂnn:pﬂnksehdur'ﬂjl% (Priyani

& As'ari, 2023)

‘Kabupaten Sleman menjadi Kabupaten dengan ketidakpatuhan membayar
wajib pajak orang p!ﬂuﬁ myﬂ, berarti menandakan bahwa pelayanan yang
diberikan kurang baik. Wajib pajak dalam melakukan pembayaran terkadang
bergantung pada pelayanan vang dilakukan, jika pelayanan yang dilakukan
kepads wajib pajak buruk skan membuat wajib pajok menjadi malas untuk
melakukan pembayaron pajak (Handoko, 2021). Berdasarkan penelitian dari
Wibowo & Chomsatu (2022) serta Wahyuni (2021) menemukan bahwa kualitas
pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Sebaliknyva peneliian yang dilakukan oleh Octavia {2021) menemukan bahwa
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kepatuhan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Rendohnya kualitas pelavanan pajak akan membuat wajib pajak di
kemudizn hari enggan untuk melakukan kunjungan ke kantor pelayanan pajak,
dan membuat pembayaran pajak yang tertundas dan menghasilkan sanksi
perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan tindakan vang akan diterapkan kepada
wajib pajak atau pejabat terkait yung melakukan pelanggaran hukum baik
disengaja maupun tidak disengaja; Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh
Putri (2019), Triogi tikk (2021), dan Savitri (2017) menemukan bahwa sanksi
perpajakan berpenganih secarn positif techadap kepatuhan  wajib pajak.
Sebaliknya pendnﬁnmm oleh Azizah (2019) dan Triandani (2020)
menemukan balwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan
Wb pojal

‘Semakin lama wajib pajak tidak patuh membayar pajak. makaakan semakin
besar puls biaya kepatuhan yang akan di bebankan kepada wajib pajak. Biaya
kepatuhan pajak adalah kescluruhan biaya yang dikeluarkan oleh wasib pajak bila
akan melakukan pembayaran pajak. Wajib pajak telah mengusahakan untuk
menjalankan kepatubannya dalam melakukan kewajiban seperti ketentuan
Un:i.ﬂigu'ﬂliﬂmg Perpajakan vang telsh di lclqﬁ':lmnﬂh wafib pajak hanya
dupul berharap agar biaya yang dikeluarkan da;m dimmimalkan. Berdasarkan
penelition. yang dilakukan, oleh. Tresnalyani mlﬂ}. dan Hingulmg (2013)
mmmﬁk“hhm pajak herpengaruh secars positif terhadap
kepatuhan mmﬁ pmnmmmum oleh Fuadi (2018),

pajak berpengaruh negatif Mwmpﬂjﬂt
Insentif pajak merupakan salah satu strategl yang sering digunakan suatu

negara untuk menarik investasi asing. Insentif pajak adalah vpaya yang dilakukan
dalam menarik investor agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
temtu ketika investor yang akan berinvestasi di Indonesia memiliki kewajiban
patuh membayar pajak. Berdasarksn penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2021),
Apnlia (2021), dan Walidain (2021} menemukan bahwa insentif pajak
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya penelitian yang
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1.2,

dilakukan oleh Dewi (2020) menemukan bahwa insentif pajak berpengaruh
negatif terhadap kepatuhan pajak.

Dengan adanya insentif pajak, diperlukan sosizlisasi perpajakan bagi wajib
pajak mengenai kepatwhan dalam membayar pajak. Sosialisasi perpajakan
memupakan edukasi vang dilakukan oleh Lembaga berwenang di bidang keuangan
kepada wajib pajak mengenai perpajakan dan tata cara dalam penyampaian SPT,
Dengan adanya sosislisasi yang dilakulom akan membuat wajib pajak menjadi
patuh terhadap membayar pmk. dan akan. mﬁlingkaiknn pertumbuhan ekonomi
di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilokukan oleh Suryadi (2016), Ananda
(2015), don Cohyadi (2016) menemukan bahwa  sosialisasi  perpajakan
berpengarul  seeura  positif terhadap kepatuhan waiib pujak. Sebaliknya
penelifion yong dilskukan oleh Winerungan (2018), dan Azizah (2019)
menemukan bahwa sosialisasi p\.*rpnjﬂkan. berpengaruh  megatif terhadap
epatuhan wajib pajak.

. ‘Berdasarkan lator belakang di otas. vanabel kualitss pelavanan, sanksi
perpajakan, biaya kepatuhan, insentif pajak, dan sosialisasi pajak belum konsisten
dalam mempengaruhi kepatuhan pajak. Hal yang membedakan penelitian ini
dengan penclitian lain adalah penelitian ini menw:;wiamaﬁdepmdm
dan menvoroti wilayah Kobupaten Sleman.

Berdasarkan hal yang telah di jabarkan, maka peneliti memutuskan untuk
menindaklanjuti penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi
rm Blaya qum Insentf rqnt. dan Soslalisasi Pajak
Terhadap K-rpltn!ﬂm !’:u]:ll: Orang Pribadi® (Studl Empiris terhadap
Kepatuhan Wajib Pajuk Orang Pribadi Kabupaten Sleman).

Rumusan Masalah
Berdasarkan lutar belakang di atas, maka di peroleh rumusan masatah
sebagai berikut:
|. Apakah kualitas pelayansn berpengaruh positif dan signifikan lerhadap
kepatuban pajak?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
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kepatuhan pajak?
3. Apakah bisya kepatuhan berpengarub positif dan signifikan terhadap
kepatuhan pajak?
kepatuhan pajak?
5. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepatuhan pajak?

Uniuk menguji pengarul positi dan signifikan antar

1.5. Manfaat Penelitian
1.5.1. Manfaat Teoritls
Dengan Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat bergunia bagi
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menyangkut mengenai kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan beberapa variable,
yaitu kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan, insetif pajak, dan
sosialisasi pajak.
1.5.2. Manfaat Praktis
Mantaat empiris terdiri dari :
1.5.2.1. Bagl Wajib Pajak Orang Pribadl
Hmlpmdﬂhﬂmn tinya diharapkar
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